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REZA KURNIAWAN (B111 12 340), “Peran Penyidik dalam Kasus 
Tindak Pidana Pembalakan Liar di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten 
Enrekang (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid.Sus/2015/Pn.Ekg) 
dibimbing oleh Andi Sofyan (selaku Pembimbing I) dan Nur Azisa (selaku 
pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyidik dalam 
perkara tindak pidana pembalakan liar Studi Kasus Putusan Nomor : 
03/Pid.Sus./2015/Pn.Ekg. serta untuk mengetahui hambatan atau kendala 
dalam mengatasi perkara tindak pidana tersebut. 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan 
dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini 
yaitu Pengadilan Negeri Enrekang dan Dinas Kehutanan Kabupaten 
Enrekang. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan 
kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu primer dan 
sekunder, termasuk data yang diambil secara langsung dari Pengadilan 
Negeri Enrekang dan Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang. Disamping 
itu penelitian kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan 
mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber-sumber yang 
berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan 
menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain, Pertama, Peran 
Penyidik dalam dalam kasus tindak  pidana pembalakan liar Studi Kasus 
Putusan Nomor : 03/Pid.Sus/2015/Pn.Ekg. sudah baik karena telah 
melakukan kewajiban mereka yaitu melakukan penyelidikan dan 
penangkapan sesuai dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepada terdakwa yang terbukti 
dan mengaku melakukan penebangan didalam kawasan hutan lindung 
dan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Kedua, kendala atau hambatan 
yang dihadapi adalah belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
khusus di bidang kehutanan, kurangnya aparat, serta faktor masyarakat 












REZA KURNIAWAN (B111 12 340), "The Role of Investigators in 
the Case Crime Illegal Logging in Protected Forest Areas Enrekang (Case 
Study Decision Number: 03 / Pid.Sus / 2015 / Pn.Ekg) led by Andi Sofyan 
(as Supervisor I) and Nur Azisa (as a mentor II). 
This study aims to determine the role of the investigator in the 
criminal case of illegal logging Case Study Decision Number: 03 / Pid.Sus. 
/ 2015 / Pn.Ekg. and to investigate the barriers or obstacles in resolving 
the criminal case. 
The research was conducted in Enrekang, South Sulawesi with 
select institutions associated with problems in this thesis that the District 
Court and the Forest Service Enrekang Enrekang. The results were 
obtained through field research and literature are classified in two types of 
data, namely primary and secondary, including data taken directly from the 
District Court and the Forest Service Enrekang Enrekang. Besides, the 
research literature conducted by the author with reviewing and searching 
for references, legislation, articles and resources associated with the 
object of research which is then assessed using qualitative techniques and 
presented descriptive. 
The results obtained from this study, among others, First, the role of 
the investigator in the criminal case of illegal logging Case Study Decision 
Number: 03 / Pid.Sus / 2015 / Pn.Ekg. is good for having done their duty is 
to investigate and arrest in accordance with what is stipulated in the Code 
of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code), the defendant is proven 
and admitted to logging in protected forest areas and without permission 
from the authorities. Second, obstacles or barriers encountered is the lack 
of Civil Servant Investigators specialized in the field of forestry, the lack of 
personnel, as well as community factors and local officials who were 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hukum kehutanan merupakan masalah yang sangat menarik untuk 
di kaji dan dianalisis karena berkaitan dengan bagaimana norma, kaidah 
atau peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dapat dijalankan 
dan dilaksanakan dengan baik. Kehutanan yang asal katanya adalah 
hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, 
merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, memberikan 
kegunaan bagi umat manusia, oleh sebab itu wajib, dijaga, ditangani dan 
digunakan maksimal sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara 
berkesinambungan. Hutan merupakan salah satu penentu penyangga 
kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun 
keadaanya, oleh sebab itu eksistensinya harus juga secara terus 
menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, 
berkeadilan, berwibawa, transparan, dan professional serta bertanggung 
jawab.1 
Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat erat 
hubungannya dengan manusia, oleh sebab itu kita wajib untuk menjaga 
dan melestarikannya, hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan 
manusia, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan 
1
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memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan 
manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan 
tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya 
juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. 
Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk 
bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh 
dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara 
kesuburan tanah, menampung air, memberikan udara segar dan berbagai 
manfaat lainnya. 
Selain itu hukum kehutanan ini berkaitan dengan proses 
pembangunan khususnya pembangunan ekonomi yang secara terus-
menerus dan berkesinambungan sedang berlangsung di Indonesia, 
sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian hutan tropis terbesar didunia 
terdapat di Indonesia. Dalam hal luasnya, hutan tropis Indonesia 
menduduki peringkat ke tiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi 
Kongo, hutan ini memilki kekayaan hayati yang unik. Tipe hutan utama 
Indonesia berkisar dari hutan-hutan Dipterocarpaceae dataran rendah 
yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampai hutan-hutan 
Monsum musiman dipadang savanna di Nusa Tenggara, serta hutan-
hutan Non-Dipterocarpaceae dataran rendah dikawasan Alpin di Irian 
Jaya (Papua). Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang terluas di 
dunia. Luasnya diperkirakan 4.25 juta hectare pada awal tahun 1990-an 





bumi, keanekaragaman hayati yang ada didalamnya luar biasa tinggi, 
meliputi 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia, 
dan 16 persen spesies burung.2 
Pada hakekatnya, hutan merupakan perwujudan dari lima unsur 
pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. 
Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu 
memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada 
suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk 
kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin 
tanpa mengabaikan aspek kelestarian. Hutan disebut suatu areal di atas 
permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon agak rapat dan luas 
sehingga pohon-pohon dan tumbuhan lainnya serta binatang-binatang 
yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu dengan 
lainnya, dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan 
lingkungannya. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh-
tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan 
vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan satu dengan lainnya. 
Seperti yang kita lihat sekarang kerusakan hutan terjadi dimana-
mana yang hampir diseluruh pulau di Indonesia mengalaminya, bahkan 
setiap tahun kerusakan hutan terus meningkat, hingga sampai sekarang 
kerusakan hutan sudah sampai batas yang mengkhawatirkan. 
Penanggulangan perusakan hutan ini sudah lama berjalan namun belum 
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pernah sampai hasil yang memuaskan, dilihat dari masih banyak tingkat 
kejahatan di bidang kehutanan yang sering kita lihat. 
Indonesia merupakan Negara yang dikaruniai total luas kawasan 
hutan mencapai kurang lebih 120 juta hektare. Ini artinya hampir 70% 
wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan. Namun, akibat tekanan 
populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat sisa wilayah darat 
non-kawasan hutan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor. 
Kondisi ini turut memperparah tumpang tindihnya berbagai kepentingan 
atas kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non-kehutanan. Sengketa 
lahan/kawasan menjadi fenomena yang terus berulang dari tahun ke 
tahun. Persoalan ini tentu saja merusak peri kehidupan bangsa Indonesia 
yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil interaksi 
dengan hutan. Berbagai ikhtiar penyembuhan pun dilakukan oleh berbagai 
pihak. Namun, entah karena peliknya persoalan yang harus diselesaikan 
atau memang tidak ada kemauan yang kuat, upaya tersebut seakan tak 
berbekas. 
Penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk 
mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktek-praktek seperti 
pembalakan liar oleh manusia yang tak bertanggung jawab diperlukan 
adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam 
hal ini adalah Polisi Kehutanan (Polhut). Disahkannya Undang-Undang 
Kehutanan harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak 





yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum 
diyakini akan dapat meminimalisir praktek pembalakan liar atau illegal 
logging. Selain Polisi Kehutanan, peran serta masyarakat juga diharapkan 
dalam pengawasan hutan baik langsung maupun tidak langsung. 
Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ditentukan 
bahwa “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka 
kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya 
diberikan wewenang kepolisian khusus.3  
Adapun wewenang Polisi Hutan (kepolisian khusus) sesuai dengan 
Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
sebagai berikut: 
a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau 
wilayah hukumnya;  
b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan 
pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah 
hukumnya;  
c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang 
menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;  
d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana 
yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;  
e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka 
untuk diserahkan kepada yang berwenang;  
f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang 
terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan 
hutan dan hasil hutan.4  
 
Wewenang Polisi Hutan yang cukup luas tidak serta merta 
mencegah kerusakan hutan yang diakibatkan oleh tindak pidana 
pembalakan liar atau illegal logging. Selain rendahnya keadaan ekonomi 
masyarakat sekitar hutan, hal lain yang menyebabkan semakin 
meningkatnya illegal logging adalah minimnya jumlah petugas kemanan 
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hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh 
pemerintah seperti senjata api yang digunakan oleh petugas dalam 
menjaga keamanan hutan dari tindak pidana pembalakan liar.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di 
atas, maka penulis menguraikan permasalahan yang diangkat, yaitu: 
1. Bagaimanakah proses penyidikan pada kasus tindak pidana 
pembalakan liar pada Putusan Nomor: 
03/PID.SUS/2015/PN.EKG? 
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyidikan 
dalam Putusan Nomor: 03/PID.SUS/2015/PN.EKG? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan 
penelitaian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui proses penyidikan dalam kasus Tindak 
Pidana Pembalakan Liar dalam putusan Nomor: 
03/PID.SUS/2015/PN.EKG.   
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi 
dalam proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Pembalakan 






D. Manfaat Penelitian 
Dan berdasarkan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan 
tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Dari segi teoritis: 
a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program 
Sarjana Hukum (S1) di Universitas Hasanuddin Makassar. 
b. diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis 
sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum 
pidana dalam mengkaji lebih lanjut tentang prosedur penyidikan 
pada kasus tindak pidana kehutanan khususnya pembalakan liar; 
2. Dari segi praktis: 
a. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan Dinas Kehutanan 
Kabupaten Enrekang dalam penyidikan kasus Tindak Pidana 
Pembalakan Liar; 
b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 















1. Pengertian Hutan 
Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (belanda) dan 
forrest (inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, 
dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti 
pariwisata. Dalam hukum Inggris kuno, forrest (hutan) adalah suatu 
daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup 
binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu hutan juga 
dijadikan tempat pemburuan, tempat istrahat dan tempat bersenang-
senang bagi raja dan pegai-pegainya (Black 1979:584), namun dalam 
perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang. Menurut Dengler 
yang diartikan dengan hutan, adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh 
pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya 
angina, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya akan tetapi 
dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh 
pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan 
vertikal (Ngadung, 1975: 3)5 
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Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, pasal 
3 ayat (1) pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi 
pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat 
dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.6 
2. Jenis-jenis Hutan 
Dalam rangka memanfaatkan hutan bagi umat manusia maka para 
ahli kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai macam. 
Mengklarifikasi sesuatu merupakan bagian penting suatu proses berfikir. 
Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu: 
1. Hutan berdasarkan statusnya, yaitu: 
a. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang 
tidak dibebani hak atas tanah; 
b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang 
dibebani ha katas tanah; 
c. Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat; 
 
2. Hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu: 
a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas 
tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; 
b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan 
memelihara kesuburan tanah; 
c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai 
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3. Manfaat Hutan 
Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting 
dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini disebabkan 
hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
Ada tiga manfaat hutan, yaitu: 
1. Langsung 
2. Tidak Langsung 
3. Manfaat lainnya 
Penelitian ini mengklasifikasikan manfaat hutan menjadi dua yaitu 
langsung dan tidak langsung karena manfaat lainnya lebih tepat 
digolongkan dalam manfaat tidak langsung. 
1. Manfaat Langusng 
Yang dimaksud dengan manfaat langsung, adalah manfaat yang 
dapat dirasakan/ dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu 
masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara 
lain kayu, yang merupakan hasil utama, selanjutnya seperti getah, buah-
buahan, madu dan lain-lain sebagainya. 
Pada mulanya kayu hanya digunakan sebagai bahan bakar saja, 
baik untuk memanaskan diri, menanak, memasak, kemudian digunakan 





lain sebagainya dan kayu dapat dikatakan sangat dibutuhkan oleh 
manusia. 
2. Manfaat Tidak Langsung 
Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tidak langsung 
dinikmati masyarakat, tetapi yang dirasakan adalah keberadaan hutan itu 
sendiri, adapun manfaat hutan secara tidak langsung sebagai berikut: 
- Dapat mengatur tata air 
Hutan dapat mengatur tata air dan meninggikan debit air pada musim 
kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada 
musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, 
yaitu air yang masuk kedalam tanah, dan sebagian bertahan dalam 
saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah; 
 
- Dapat mencegah terjadinya erosi 
Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena 
adanya akar-akar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan; 
 
- Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan. 
Manusia memerlukan zat asam. Di hutan dan disekitarnya terdapat zat 
asam yang sangat bersih di bandingkan dengan tempat-tempat yang 
lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang 
sangat diperlukan umat manusia; 
 
- Dapat memberikan rasa keindahan 
Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena dalam 
hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stress; 
 
- Dapat memberikan manfaat disektor pariwisata 
Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan 
dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestic untuk 
sekedar rekreasi dan berburu; 
 
- Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan 
Sejak zaman dahulu hutan mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam bidang pertahanan keamanan, karena dapat untuk kamuflase 
bagi pasukan sendiri dan menjadi hambatan bagi pasukan lawan. 





merupakan alat pertahanan keamanan dimasa perang, dan hiasan 
dimasa damai; 
 
- Dapat menampung tenaga kerja 
Setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di bidang 
kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup 
besar dalam melakukan penanaman, pengelolahan, penebangan dan 
pemasaran hasil hutan sehingga dapat menurunkan angka 
pengangguran; 
 
- Dapat menambah devisa Negara. 
Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat diekspor 
keluar negeri, sehingga mendatangkan devisa bagi Negara.7 
 
4. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan 
Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (lex spesialis) karena 
hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 
hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan 
lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan 
kehutanan, maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum 
kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai lex 
specialis, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agrarian dan hukum 
lingkungan sebagai hukum umum (lex specialis degorat legi generali). 
Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan 
melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi 
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5. Pengertian Pencegahan dan Perusakan Hutan 
Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang 
dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. 
Perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak 
secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak 
langsung, maupun yang terkait lainnya.9 
Pengertian dan definisi dari kerusakan hutan dapat juga diartikan 
berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan 
yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan 
alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi. Studi CIFOR 
(International Foresty Research) menelaah tentang penyebab perubahan 
tutupan hutan yang terdiri dari perladangan berpindah, perambatan 
hutan, transmigrasi, pertambangan, perkebunan, hutan tanaman, 
pembalakan dan industri perkayuan.  
Selain itu kegiatan pembalakan liar atau illegal logging yang 
dilakukan oleh kelompok professional atau penyelundup yang didukung 
secara ilegal oleh oknum-oknum. Pembukaan areal hutan untuk dijadikan 
perkebunan kelapa sawit dituding sebagai salah satu penyebab 
kerusakan hutan. Hutan yang didalamnya terdapat beranekaragam jenis 
pohon diubah menjadi tanaman monokultur, menyebabkan hilangnya 
biodiversitas dan keseimbangan ekologis di areal tersebut. Beberapa 





berpindah mencari tempat hidup yang lebih sesuai. Pembukaan lahan 
untuk perkebunan kepala sawit pada areal hutan tropis merupakan salah 
satu pemicu terjadinya kebakaran hutan dan berdampak negatif terhadap 
emisi gas rumah kaca. 
Data kerusakan hutan di Indonesia masih simpang siur, ini akibat 
perbedaan persepsi dan kepentingan dalam mengungkapkan data 
tentang kerusakan hutan. Laju deforestasi di Indonesia menurut World 
Bank antara 700.00 sampai 1.200.000 ha per tahun, dimana deforestasi 
oleh peladang berpindah ditaksir mencapai separuhnya. Namun World 
Bank mengakui bahwa taksiran laju deforestasi didasarkan pada data 
yang lemah. Sedangkan menurut FAO, menyebutkan laju kerusakan 
hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha per tahun atau setiap 
tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen (1%). Berbagai 
LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 
1.600.000 – 2.000.000 hektar per tahun dan lebih tinggi lagi data yang 
diungkapkan oleh Greenpeace, bahwa kerusakan hutan di Indonesia 
mencapai 3.800.000 haktar per tahun yang sebagian besar adalah 
pembalakan liar atau illegal logging. Sedangkan ada ahli kehutanan yang 
mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 
haktar per tahun.10 
Dalam upaya mencegah perusakan hutan memang perlu 
penanganan yang lebih serius, karena ini merupakan dasar untuk 








dan tujuannya, untuk itu diperlukan kerja yang baik, bukan hanya 
aparatur Negara namun masyarakat juga turut bekerja sama dalam 
melakukan pencegahan ini, dan selain itu, untuk lebih mendukung 
tercapai hasil yang maksimal pemerintah juga dapat melakukan kerja 
sama internasional. 
B. Penegakan Hukum Kehutanan 
Dalam hal penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep 
Laurance Meir Friedman, mengenai tiga unsur sistem hukum (Three 
Element of Legal System) yaitu terdiri atas: 
a. Struktur Hukum (Legal Structure); 
b. Substansi Hukum (Legal Substance); 
c. Kultur Hukum (Legal Culture).11 
Fungsi penegakan hukum berkaitan dengan mekanisme untuk 
memastikan kepatuhan hukum dan peraturan yang berfungsi untuk 
menjaga dan melindungi kondisi dan kawasan hutan, lahan ekosistem 
penting serta masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. 
Penegakan hukum bekerja untuk mempromosikan aturan hukum 
dan mencegah kegiatan pembalakan liar serta tindak pidana lain dalam 
sektor kehutanan.   
Penegakan hukum dibidang kehutanan di Indonesia, jika 
menggunakan ketiga sistem hukum yang diajukan Friedman diatas, 
efektifitasnya dipengaruhi oleh faktor substansi/materi yang terkandung 
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan 
11
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peraturan pelaksananya, aparat penegak hukum, struktur (Polisi, Jaksa, 
Hakim, Pengacara) serta budaya hukum yang berkembang pada 
masyarakat di Indonesia. 
Beberapa lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 
menegakkan tata kelola terkait undang-undang kehutanan, diantaranya 
polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil bersama dengan polisi.  
Menurut Abdul Khakim, S.H., lemahnya penegakan hukum 
kehutanan terjadi, antara lain disebabkan: 
a. Mentalitas aparat kehutanan sendiri; 
b. Jumlah aparat kehutanan yang tidak memadai dibanding 
tanggung jawab dan luasnya wilayah yang harus diawasi; 
c. Intervensi negative aparat di luar kehutanan (Kepolisian 
Republik Indonesia atau Tentara Republik Indonesia); 
d. Tuntutan percepatan waktu di industri kehutanan; 
e. Perilaku pengusaha atau cukong yang memilih bisnis kehutanan 
melalui jalan pintas.12 
 
Tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum umumnya berkisar 
antara lemahnya kapasitas baik karena kurangnya pelatihan dan 
pengalaman, kurang memahami hukum yang ada dan persoalan 
kekurangan dana operasional. 
Di sisi lain, aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, 
seringkali tidak terbiasa dengan tindak pidana bidang kehutanan dan 
sanksi diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini membatasi 
kemampuan mereka untuk menerapkan sanksi. Meskipun beberapa 
12
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hakim dilatih dalam kualifikasi kasus kehutanan dan kejahatan lingkungan, 
tetapi hakim tersebut tidak berada di lokasi tempat kasus terjadi. 
Hal lain yang menjadi permasalahan ialah berkaitan dengan materi 
hukum itu sendiri. Dalam kasus tertentu, hukum yang berlaku tidak dapat 
dilaksanakan karena berbagai sebab, salah satunya tidak sesuai dengan 
perkembangan zaman. 
Secara lengkap, Soerjono Soekanto, mengemukakan faktor-faktor 
yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut: 
1. Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-Undang; 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum; 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum; 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau ditetapkan; 
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.13 
 
Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu sama lain, oleh 
karena itu merupakan esensi dari hukum, juga merupakan tolok ukur atau 
parameter dari efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor itu juga berlaku 
bagi penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan, termasuk dalam menangani tindak pidana di bidang 
kehutanan. 
Sistem peradilan pidana terpadu (Integrited Criminal Justice 
System) dimulai dari dilakukannya penyidikan oleh kepolisian RI, 





Hakim, dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan merupakan 
syarat mutlak (condition sine qua non) dalam penegakkan hukum 
terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 
sehingga antara para aparat penegak hukum haruslah memiliki visi, misi, 
dan persepsi yang sama dalam rangka mewujudkan tujuan hukum, yakni 
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya 
kepentingan masyarakat. 
Berdasarkan uraian di atas, jika pemerintah menginginkan 
keberhasilan penegakan hukum dalam menangani kejahatan di bidang 
kehutanan, maka pemerintah harus melakukan berbagai pembenahan, 
baik pada aparat penegak hukum, sumber daya manusia, dan hukumnya 
sendiri. 
Yang paling utama bagi keberhasilan penegak hukum (termasuk di 
bidang kehutanan) adalah semangat dan mental aparat penegak 
hukumnya. Kendati perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat 
dan mental aparat pelaksananya baik, maka penegakan hukum akan 
dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya kendati perangkat hukumnya 
sudah bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat 
penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak berjalan 
dengan baik. Maka dari itu diperlukan konsistensi penegakan hukum dan 
penindakan tegas terhadap aparat penegak hukum jika mereka 
berperilaku jelek dan tidak terpuji dalam menegakkan hukum, termasuk 





C. Polisi Kehutanan dan Penyidik 
1. Polisi Kehutanan 
a. Pengertian Polisi Kehutanan 
Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 
2004 tentang perlindungan hutan, yang dimaksud dengan polisi 
kehutanan adalah: 
“Pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan 
daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan 
dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa 
undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang 
kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya.”14 
Pengertian Polisi Kehutanan juga diatur dalam Pasal 32 Peraturan 
Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Polisi 
Kehutanan menurut pasal ini adalah Pejabat Kehutanan tertentu yang 
diberikan wewenang kepolisian khusus sesuai dengan sifat pekerjaannya 
oleh Undang-Undang.  
Pejabat kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian 
khusus tersebut meliputi: 
a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional 
Polisi Kehutanan; 
b. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum 
Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan; 
c. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah 
yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai 




Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 
15






b. Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan 
Tugas dan fungsi polisi hutan adalah: 
1. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan 
hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan 
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara masyarakat, 
dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, 
tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang 
berhubungan dengan pengelolaan hutan.16 
  
c. Bentuk Kegiatan Polisi Kehutanan 
Tugas dan fungsi polisi kehutanan di atas dilaksanakan dalam 
bentuk: 
1. Preemtif, yaitu kegiatan yang ditujukan guna mencegah, 
menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau 
kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan, dilakukan 
dengan cara antara lain: 
a. Penyadartahuan dan penyuluhan; dan 
b. Pembinaan dan pendampingan masyarakat.17 
 
2. Preventif, merupakan kegiatan yang ditujukan guna 
mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan 
seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana 
16
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kehutanan, kegiatan preventif dilakukan dengan cara, antara 
lain: 
a. Patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah 
hukumnya; 
b. Penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan 
dan/atau wilayah hukumnya; 
c. Identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.18 
 
3. Represif, merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat 
non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan 
tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau 
kelompok. Kegiatan represif dilakukan dengan cara, antara 
lain: 
a. Operasi penegakan hukum; 
b. Pengumpulan bahan keterangan; 
c. Pengamanan barang bukti; 
d. Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan; 
e. Penanggulangan konflik satwa liar; 
f. Pemadaman kebakaran; dan 
g. Pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti.19 
 
Selain itu, adapula yang diberi wewenang sebagai Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 
b yang berbunyi “penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu 
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”. 
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan diberi wewenang 
khusus oleh Undang-Undang yaitu Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi: 
 
18
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“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.”20 
Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 
2004 tentang Perlindung Hutan, dijelaskan bahwa Polisi Kehutanan yang 
telah memenuhi persyaratan berdasarkan, dapat diangkat menjadi 
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. 
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menurut Pasal 1 
angka 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 adalah pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan 
daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan 
dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya. 
2. Penyidik 
Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat 
yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Polri memiliki kewenangan 
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan 
untuk PPNS kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang 
menjadi dasar hukumnya masing-masing, untuk PPNS 
kehutanan kewenangannya diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No 41 
20






tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 
tahun 1990 tentang KSDAHE. 
a. Kedudukan Penyidik Polri dan PPNS Kehutanan 
PPNS kehutanan walaupun telah diberi kewenangan oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebut 
di atas, namun dalam pelaksanaan tugasnya KEDUDUKANNYA 
berada DI BAWAH KOORDINASI dan PENGAWASAN PENYIDIK 
POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP) dengan kata lain  bahwa: 
1. Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana 
kehutanan adalah: 
 
 sebagai KOORDINATOR; dan 
 sebagai PENGAWAS proses penyidikan oleh PPNS 
Kehutanan. 
 
2. Kedudukan PPNS Kehutanan  sebagai PENYIDIK tindak pidana 
kehutanan. 
 
Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara 
Penyidik Polri dengan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak 
pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi 
hubungan fungsional, sedangkan pengawasan adalah proses 
penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh 
PPNS ubtuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan 





dilakukan berdasarkan asas Kemandirian, kebersamaan dan 
legalitas. 
b. Peran Penyidik Polri dan PPNS Kehutanan 
Peran PPNS Kehutanan: 
 
 Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sesuai 
dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam KUHAP, 
UU No. 5 tahun 1990, UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No. 45 
Tahun 2004; 
 Melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyidik Polri; 
 Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut 
umum melalui penyidik polri; 
 Setelah penyidikan selesai dilaksanakan, PPNS Kehutanan 
menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui penyidik Polri; 
 Dalam hal PPNS Kehutanan menghentikan Penyidikan, 
maka memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka 
dan keluarganya melalui Penyidik Polri. 
 
Peran/tugas penyidik polri sebagai Koordinator: 
 
 Menerima Laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya 
penyidikan (SPDP) oleh PPNS serta meneruskannya ke 
Penuntut Umum; 
 Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang 
dilakukan oleh PPNS; 
 Memberikan dukungan secara aktif kepada PPNS; 
 Memberikan Juknis penyidikan kepada PPNS; 
 Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan 
(SP3) oleh PPNS untuk diteruskan kepada Penuntut Umum; 
 Memberikan bantuan  penyidikan berupa bantuan teknis sari 
fungsi forensik, identifikasi dan Psikologi Polri; 
 Menerima penetapan penghentian penyidikan yang 
dilakukan oleh PPNS dan meneruskan kepada Penuntut 
Umum. 
 
Peran/tugas penyidik polri sebagai Pengawas: 
 
 Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang 





 Menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara 
yang dilaksanakan PPNS; 
 Meminta laporan kemajuan penyidikan; 
 Mempelajari berkas perkara hasil penyidikan PPNS dan 
meneruskannya kepada Penuntut Umum apabila telah 
memenuhi persyaratan formil dan materiil; 
 Mengembalikan berkas perkara kepada PPNS disertai 
petunjuk untuk disempurnakan, apabila belum memenuhi 
persyaratan; 
 Memberikan petunjuk dalam penghentian penyidikan 
 Melaksanakan supervise. 
 
Dengan adanya hubungan fungsional antara Penyidik 
Polri, PPNS Kehutanan dan Penuntut Umum dalam 
pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan, menurut saya 
perlu dibuat regulasi pelaksananaya,  minimal surat keputusan 
bersamalah atau peraturan menteri kehutanan agar tercipta 
kesamaan persepsi dan aksi dalam pelaksanaan tugas. 
Sepengetahuan saya baru penyidik polri (Kepolisian RI) yang 
proaktif menyikapi hubungan koordinasi dan pengawasan, 
terakhir melalui peraturan Kapolri No. 25 tahun 2007 tentang 
Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan PPNS. 
 
D. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perusakan Hutan 
1. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 





WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi 
tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar 
feit itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi 
dari istilah itu.21 
Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-
undangan yang ada maupun dalam literature hukum sebagai terjemahan 
dari stafbaar feit adalah: 
a. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam hamper seluruh 
peraturan perundang-undangan Indonesia menggunakan istilah 
tindka pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah Tindak 
Pidana adalah Wirdjono Prodjodikoro; 
b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, 
diantaranya Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-azas Hukum 
Pidana”, Mr. H.J. van Schravendijk dalam buku-buku pelajaran 
tentang hukum pidana Indonesia, A. Zainal Abidin dalam buku 
beliau “Hukum Pidana”; 
c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin “delictum” juga 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud 
dengan stafbaar feit. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini 
dalam buku-bukunya diantaranya E. Utrecht, A. Zainal Abidin, 
Moeljatno; 
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d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok 
Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja; 
e. Perbuatan yang boleh dilakukan, istilah ini digunakan oleh Mr. 
Karni dan Mr. H. J. van Scharvendijk; 
f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk 
Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 
tentang Senjata Api dan Bahan Peledak; 
g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Mr. Moeljatno dalam 
berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Azas-azas Hukum 
Pidana. 
 
b. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal dua aliran yaitu 
aliran monistis dan aliran dualistis. 
Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan 
pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur 
yang melekat pada perbuatannya (criminal act) dengan unsur yang 
melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (criminal responsibility 
atau criminal liability yang berarti pertanggung-jawab dalam hukum 
pidana). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis 
diantaranya: Simon, Mezger, dan Wiryono Prodjodikoro.22 
 
22





Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 
- Perbuatan manusia (positif atau negatif); 
- Diancam dengan pidana; 
- Melawan hukum;  
- Dilakukan dengan kesalahan; 
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
 
Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif 
dan unsur subjektif. Yang termasuk dalam unsur objektif adalah: 
perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan 
kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, misalnya unsur 
“dimuka umum” dalam Pasal 218 KUHP. Yang termasuk dalam unsur 
subjektif adalah: orang yang mampu bertanggung jawab dan melakukan 
kesalahan.23 
E. Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai 
berikut: 
- Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia; 
- Sifat melawan hukum; 
- Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; 
- Diancam pidana.  
 
Wiryono Prodjodikoro mengemukakan unsur-unsur tindak pidana 
sesuai dengan definisi yang dikemukakannya sebagai berikut: “tindak 
pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”. 










Aliran dualistis memisahkan antara criminal act dengan criminal 
responsibility, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini 
hanyalah unsur-unsur yang melekat pada criminal act (perbuatan yang 
dapat dipidana). Sarjana-sarjana yang termasuk dalam aliran dualistis 
diantaranya: H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moelyanto.25 
H.B. Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 
- Kelakuan manusia; 
- Diancam pidana. 
W.P.J. Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai 
berikut: 
- Perbuatan; 
- Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. 
Menurut Pompe untuk menjatuhkan pidana di samping adanya 
tindak pidana diperlukan adanya orang yang dapat dipidana. Orang tidak 
akan dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, dan 
perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Bagi Pompe sifat melawan 
hukum dan kesalahan merupakan syarat pemidanaan.26 
Prof. Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai 
berikut: 
- Perbuatan (manusia); 
- Memenuhi rumusan undang-undang; 
- Bersifat melawan hukum. 
Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil. 
Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat 
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melawan hukum merupakan syarat materil. Keharusan demikian, karena 
perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan 
sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Menurut Moeljatno, bersifat 
melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.27 
2. Tindak Pidana Dibidang Kehutanan 
Ada 10 kategori tindak pidana dibidang kehutanan yang dapat 
dihukum dengan hukuman penjara dan denda, yang diatur dalam Pasal 
78 ayat (1) sampai dengan ayat (11) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan yaitu: 
a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan kerusakan 
hutan. 
Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
ditentukan dua jenis tindak pidana yang dapat dihukum, yaitu: 
- Dengan sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan 
hutan (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999); 
- Dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan (Pasal 50 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). 
Kategori orang yang dapat dihukum yang dengan sengaja 
menimbulkan kerusakan hutan ini adalah setiap orang yang diberikan izin, 
terutama izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, izin usaha pemanfaatan 
jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan 
kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. 
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b. Membakar hutan. 
Ada dua kategori tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 78 
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu: 
- Sengaja membakar hutan; 
- Karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan. 
 
c. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal. 
Dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
ditentukan dua jenis tindak pidana yang dilanggar, yaitu: 
1. Melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e 
Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal ini yaitu barang 
siapa; menebang pohon; memanen atau memungut hasil hutan; 
didalam hutan; tanpa hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang. 
2. Melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f. 
Unsur-unsur pidana yang disebutkan dalam pasal ini adalah barang 
siapa; menerima, membeli atau menjual; menerima tukar atau 
menerima titipan; atau memiliki hasil hutan; diketahui atau patut 
diduga berasal dari kawasan hutan; yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah. 
d. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksplorasi bahan 
tambang tanpa izin. 
 
Ada dua jenis pasal yang dilanggar yang diatur dalam Pasal 78 





1. Pasal 38 ayat 4 
Unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal ini yaitu barang 
siapa; melakukan penambangan; pola terbuka; dikawasan 
hutan lindung. 
2. Pasal 50 ayat (3) huruf g 
Unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal ini barang siapa; 
melakukan kegiatan; penyelidikan umum atau eksplorasi; 
eksploitasi (pengambilan); barang tambang; dalam kawasan 
hutan tanpa izin Menteri. 
e. Memiliki hasil hutan tanpa keterangan. 
Pasal 78 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
berbunyi: “barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00  (sepuluh 
juta rupiah)”. Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 50 ayat (3) 
yaitu barang siapa; dengan sengaja; mengangkut; menguasai atau 
memiliki hasil hutan; tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan. 
f. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan kerusakan 
hutan. 
Dalam Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
ditentukan hanya satu pasal yang dilanggar, yaitu melanggar Pasal 50 





ketentuan ini yaitu barang siapa; dengan sengaja; menggembalakan 
ternak; di dalam kawasan hutan; tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat 
yang berwenang. 
g. Membawa alat-alat berat tanpa izin. 
Pasal 78 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
menentukan satu pasal yang dilanggar yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf j. 
unsur-unsur pidana yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j. yaitu 
barang siapa; dengan sengaja; membawa alat-alat berat atau alat-alat 
lainnya yang tak lazim atau patut diduga; akan digunakan untuk 
mengangkut hasil hutan; dalam kawasan hutan; tanpa izin pejabat yang 
berwenang. 
h. Membawa alat-alat yang lazim digunakan. 
Didalam Pasal 78 ayat (9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
ditentukan satu pasal yang dilanggar yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf k. 
Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam kedua pasal ini yaitu barang 
siapa; dengan sengaja; membawa alat-alat yang lazim digunakan; untuk 
menebang, memotong atau membela pohon; dalam kawasan hutan; tanpa 
izin pejabat yang berwenang. 
i. Membuang benda-benda yang berbahaya. 
Unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 78 ayat 





sengaja; membuang benda-benda; menyebabkan kebakaran; kerusakan; 
membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan; dalam 
kawasan hutan. 
j. Membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. 
Supaya pelaku dapat dihukum berdasarkan Pasal 78 ayat (11) ada 
7 unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) huruf m 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu; barang siapa; dengan 
sengaja; mengeluarkan, membawa, dan mengangkut; tumbuh-tumbuhan 
dan satwa liar, yang dilindungi Undang-undang; berasal dari kawasan 
hutan; tanpa izin dari pejabat yang berwenang. 
3. Pembalakan Liar (Illegal Logging) 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa 
“pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu 
secara tidak sah yang terorganisasi”.  
Sementara definisi illegal logging menurut Tacconi (2003) adalah 
kegiatan ilegal yang berkaitan dengan ekosistem hutan yaitu pepohonan 
dan hewan, industri terkait hutan dan juga produk hutan kayu dan non 
kayu. Sedangkan aktifitas illegal logging adalah kegiatan menebang, 
mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan 
perundangan nasional dan atau internasional.28 
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Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut illegal logging 
adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya dengan 
mengacu pada UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No. 34 Tahun 2002 yang 
meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan 
hutan tanpa memiliki hak atau ijin yang berwenang, serta menerima, 
memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, 
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi 
dengan surat sahnya hasil hutan. Termasuk juga didalamnya kegiatan 
pemegang ijin pemanfaatan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai 
dengan aturan yang ditetapkan, seperti melakukan penebangan 
melampaui target volume dan sebagainya.29 Untuk selanjutnya dalam 
skripsi ini penulis menganut pengertian pembalakan liar menurut UU No. 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk memberantas 
praktek pembalakan liar dan penyelundapan kayu. Komitmen pemerintah 
didasarkan oleh pemahaman atas realita lapangan yang menunjukkan, 
bahwa pembalakan liar dan penyelundupan kayu benar-benar berdampak 
luar biasa yang dapat mengancam stabilitas keamanan yang pada 
akhirnya akan mengancam kelangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk memberantas 







peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam 
melakukan pemberantasan pembalakan liar. 
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
- Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi: 
“Setiap orang dilarang: menebang pohon atau memanen atau 
memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin 
dari pejabat yang berwenang.” 
 
- Pasal 50 ayat (3) huruf f berbunyi: 
“Setiap orang dilarang: menerima, membeli atau menjual, menerima 
tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang 
diketahui atau patut diduga dari kawasan hutan yang diambil atau 
dipungut secara tidak sah.” 
 
- Pasal 50 ayat (3) huruf h berbunyi: 
“Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil 
hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).” 
 
- Pasal 50 ayat (3) huruf j berbunyi: 
“Setiap orang dilarang: membawa alat-alat berat dan atau alat-alat 
lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk 
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa ijin pejabat 
yang berwenang.” 
 
- Pasal 50 ayat (3) huruf k berbunyi: 
“Setiap orang dilarang: membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan 
hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.” 
 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. 
Di dalam Peraturan Pemerintah ini lebih jelas lagi usaha yang 





- Pasal 12 ayat (1) berbunyi: 
“Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan 
wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya 
hasil hutan.” 
 
- Pasal 12 ayat (2) berbunyi: 
“Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi 
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 
adalah: 
a. Dihapus; 
b. Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil 
hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau 
seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat 
keterangan sahnya hasil hutan; 
c. Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi 
surat-surat yang sah sebagai berikut; 
d. Dihapus; 






















A. Lokasi Penelitian. 
Lokasi penelitian yang dipilih penulis bertempat di Pengadilan 
Negeri Enrekang dan Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang. Lokasi 
penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri 
merupakan tempat diputusnya perkara Nomor : 03/Pid.Sus/2015/Pn.Ekg. 
yang merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis. Dinas 
Kehutanan Kabupaten Enrekang juga penulis pilih sebagai lokasi 
penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi terjadinya perkara berada 
di kawasan area hutan milik Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang 
sehingga penulis merasa perlu untuk mengumpulkan data yang diperlukan 
terkait dengan kasus tersebut di atas. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui peran polisi kehutanan dalam pencegahan perusakan hutan 
terhadap tindak pidana pembalakan liar di hutan lindung dan apa kendala 
atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan proses penyidikan yang 
dilakukan oleh Polisi Kehutanan. 
 
B. Jenis dan Sumber Data. 
Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan penulis dalam 





1. Data Primer, yaitu data yang diambil dengan cara interview 
yang berupa wawancara dan tanya jawab dengan responden. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari studi dokumentasi 
dan kepustakaan, yakni mengambil data dari dokumen dan 
karya tulis ilmiah atau literatur, peraturan perundang-undangan 
dan sumber-sumber tertulis lainnya serta data-data lain yang 
berhubungan dengan penelitian, yang berguna sebagai 
landasan teori. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data. 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni: 
1. Metode Penelitian Lapangan (Field Reserch), ditempuh dengan 
2 (dua) cara, yaitu pertama melakukan obeservasi, yaitu 
mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung pada 
objek penelitian dan kedua, wawancara langsung dengan pihak-
pihak yang berkompeten di Dinas Kehutanan Kabupaten 
Enrekang; 
2. Metode Penelitian Pustaka (Library Research), dilakukan 
dengan membaca dan mengutip baik secara langsung maupun 
tidak langsung dari literatur-literatur yang berhubungan 





D. Analisis Data. 
Semua data yang dikumpulkan, baik dari penelitian lapangan 
maupun dari studi kepustakaan perlu dianalisa, analisa bertujuan untuk 
memperoleh jawaban atas permasalahan yang diketengahkan. Metode 
yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa data ini adalah metode 
deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan 
cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan 
kepustakaan, kemudian data analisa dan diinterprestasikan lalu ditarik 
suatu kesimpulan. Data juga ditabulasi yaitu dengan memasukkan data ke 
dalam tabel yang diperlukan dengan tujuan untuk lebih mudah 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peran Penyidik dalam Kasus Tindak Pidana Pembalakan Liar 
pada Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/Pn.Ekg. 
 
Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian 
dan fungsi hutan, serta menjaga mutu nilai, dan kegunaan hasil hutan. 
Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada 
Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya 
diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya. Pejabat ini 
dikenal dengan sebutan Polisi Kehutanan atau disingkat Polhut. 
Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan juncto Pasal 1 angka 2 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 
Hutan, yang dimaksud dengan Polisi Kehutanan adalah: 
“Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi 
kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat 
pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan 
usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang 
diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan 
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang 







Menurut Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Polisi Kehutanan berwenang 
untuk:  
a. Mengadakan patrol/perondaan di dalam kawasan hutan atau 
wilayah hukumnya; 
b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan 
pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah 
hukumnya; 
c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang 
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 
d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana 
yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 
e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka 
untuk dilaporakan ke pihak yang berwenang; 
f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang 
terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan 
dan hasil hutan. 
 
Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 
tentang Perlindungan Hutan ditentukan bahwa Polisi Kehutanan atas 
perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam 
rangka mencari dan menangkap tersangka. 
Polisi Kehutanan yang diberi wewenang sebagai penyidik 
selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan 
walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan, namun dalam pelaksanaan tugasnya 
kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik 
POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP) dengan kata lain bahwa: 
1. Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana 
kehutanan adalah: 
 





- Sebagai pengawas proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil Kehutanan; 
 
2. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebagai 
Penyidik tindak pidana kehutanan. 
 
Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik 
Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan 
penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, 
sesuai sendi-sendi hubungan fungsional, sedangkan pengawasan 
adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan 
penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin agar 
seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik 
Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan 
asas Kemandirian, kebersamaan dan legalitas. 
Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan: 
- Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sesuai 
dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; 
- Melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyidik Polri; 
- Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum 
melalui penyidik polri; 
- Setelah penyidikan selesai dilaksanakan, Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil Kehutanan menyerahkan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri; 
- Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan 
menghentikan Penyidikan, maka memberitahukan kepada 






Pelaksanaan dan pemberian wewenang ini diatur bersama 
antar Menteri Kehutanan dan Kapolri. Dalam rangka penegakan 
hukum yang pada prinsipnya bersifat koordinasi fungsional antara 
Polisi hutan dan Polri dalam hubungan koordinasi ditunjukkan melalui 
Keputusan Kapolri Nomor 242 tanggal 24 November 1981 Tentang 
Tugas, Fungsi, dan Peranan Polisi Hutan. Adapun ketetapan Kapolri 
antara lain sebagai berikut: 
1. Polisi hutan dan jagawana melaksanakan perlindungan hutan 
dengan wewenang khusus yang disahkan oleh undang-undang, 
pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan dalam hukum 
acara pidana yang berlaku; 
2. Fungsinya meliputi segala usaha dan kegiatan pelestarian hutan 
di bidang masing-masing terutama langkah penyelidikan 
tehadap terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam undang-undang yang berlaku; 
3. Fungsinya sebagai aparat penegak hukum baik secara preventif 
maupun represif dalam bidang masing-masing agar 
menegakkan sanksi-sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang 
ada; 
4. Fungsinya sebagai partner polisi dalam melaksanakan tugas 
preventif maupun represif dalam rangka penegakkan hokum. 
 
Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh 
Polisi Kehutanan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 
menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku tindak pidana 
di bidang kehutanan. 
Arti dari peran sendiri secara konsepsional mengandung 
sebuah pengertian dimana dalam peranan yang berhubungan dengan 
pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-
kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya. Peran 





yang berkedudukan dalam masyarakat.30 Sejalan dengan rumusan 
tersebut, Gron Masson dan Mac Eachren mendefinisikan peran 
sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu 
yang menempati kedudukan sosial tertentu.31 Harapan-harapan 
tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh 
karena itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. 
Oleh karena itu dalam kata peran terdapat dua unsur utama 
yakni sebagai berikut:32 
a. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran 
atau kewajiban dari pemegang peran; 
b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran 
terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang 
berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau 
kewajiban-kewajibannya. 
 
Sehingga ciri-ciri yang dapat dianalisa mengenai peran polisi 
kehutanan adalah: 
1. Polisi Kehutanan merupakan pemegang peran yang telah 
diberikan amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan 
tugas pengamanan hutan; 
2. Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugas tersebut harus 
dilakukan dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang 
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Dimana contoh kasusnya adalah pada putusan Pengadilan 
Negeri. Enrekang No. 03/Pid.Sus/2013/PN.Ekg., peran polisi 
kehutanan dimana terlihat pada saat melakukan patroli didalam 
kawasan hutan lindung Buttu Bulo-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan 
Maiwa, Kabupaten Enrekang karena berdasarkan informasi 
masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon di dalam kawasan 
hutan tersebut. Kemudian mereka melakukan pencarian lokasi 
penebangan atau lacak bala lalu ditemukanlah lokasi penebangan 
kayu. Kemudian mereka melakukan penyidikan berdasarkan Tugas 
Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 365/090/ST/VIII/2013, mencari 
informasi tentang siapa yang telah melakukan penebangan. Beberapa 
saat kemudian saat, mereka menemukan seorang saksi dan akhirnya 
ditemukan titik terang bahwa yang melakukan penebangan di dalam 
lokasi kawasan hutan adalah saudara Andi Zainuddin, saudara Pian 
dan saudara Rusdar atas suruhan dari saudara Amiruddin Dalle yang 
disuruh oleh Andi Natsir Bin Andi Bonga (terdakwa). Peran yang 
dilakukan tersebut tentunya menandakan bahwa polisi Kehutanan 
telah melakukan amanat undang-undang yakni Undang-Undang No. 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 
tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan: 
“Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi 





pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan 
usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang 
diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan 
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang 
berada dalam satu kesatuan komando”. 
  
Adapun tugas dari Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang 
diberikan tugas layaknya seperti tugas seorang polisi di lingkup 
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Mengadakan patroli/perondaan didalam kawasan hutan atau 
wilayah hukumnya;  
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan 
pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah 
hukumya;  
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang 
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;  
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana 
yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;  
5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka 
untuk diserahkan kepada yang berwenang;  
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang 
terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan 
hutan, dan hasil hutan.33 
  
Sesuai pembatasan wewenang yang disampaikan pada pasal 7 
ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa: 
“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 
ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-
undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan 
dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik Polri” 
 
Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan 
tugas penyidikan secara terperinci dalam KUHAP adalah sebagai 
berikut: 
a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dibawah: 
- “koordinasi” penyidik Polri; dan 
- Dibawah “pengawasan” penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2)); 
33






b. Untuk  kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan 
petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan 
memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 
ayat (1)); 
c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu harus melaporkan 
kepada penyidik Polri tentang adanya tindak pidana yang 
sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai 
negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada 
penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)); 
d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai 
melakukan penyidikan, hasil penyidikannya tersebut 
diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri 
(Pasal 107 ayat (3)); 
e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan 
penyidikan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan 
dihentikan demi hukum, maka penghentian penyidikan itu 
harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut 
umum (Pasal 109 ayat (3)).  
 
Dalam hal penyampaian dimulainya penyidikan KAPOLRI 
memberikan pendapat sesuai dengan surat yang disampaikannya 
tanggal 29 September 1986 No. Pol. B/4753/IX/86 bahwa pelaksanaan 
penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mutlak berada dibawah 
koordonasi penyidik Polri sesuai Pasal 7 ayat (2) KUHAP, 
penyampaian hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada 
Penuntutu Umum harus melalui penyidik Polri sesuai Pasal 107 ayat 
(2) KUHAP.34 
Adanya pendapat KAPOLRI tersebut pada tahun 1990 
dikeluarkan fatwa oleh Mahkamah Agung tentang penyerahan hasil 
penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Penuntut Umum 
yakni sebagai berikut:  
34
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“Baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana 
khsusu PPNS setelah selesai melakukan penyidikannya harus 
menyerahkah hasil penyidikannya secara nyata kepada 




Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 77 ayat (2) 
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka yang 
dimaksud dengan memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui 
pejabat penyidik Polri ialah yang sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini juga 
dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikan telah 
memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Dalam Pasal 39 
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 
dikatakan bahwa: 
“Dalam rangka kegiatan administrasi penyidikan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil dalam hal tertentu dapat secara langsung 
menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada instansi terkait 
dan tembusannya kepada Penyidik Polri” 
 
Sementara itu tindakan-tindakan yang dapat dilakukan PPNS 
Kehutanan dalam menangani tindak pidana khusus dibidang 
kehutanan antara lain: 
a. Penyidik melakukan pemeriksaan ke TKP; 
b. Melacak dan menangkap pelaku dari tindak pidana tersebut; 
c. Pelaku tindak pidana diserahkan kepada Polri atau Polres 
setempat untuk pengusutan yang lebih lanjut.36 
 
35
L. Sumartini, 1996, Pembahasan Perkembangan Hukum Nasional tentang Hukum 
Acara Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional,  Jakarta. Halaman 113 
36
Obrika Simbolon , 2007, Peran PPNS dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal 






Dalam penanganan kasus tindak pidana bidang kehutanan 
pada satu ekosistem hutan, ada beberapa tahap-tahap yang harus 
dilakukan oleh PPNS kehutanan dan Penyidik Polri yaitu: 
a. Tahap penanganan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan meliputi: 
 
1. Penangkapan tersangka dilakukan oleh PPNS Kehutanan 
ditempat kejadian perkara pada waktu pelaku tindak pidana 
tertangkap tangan dan ketika pelaku ditangkap pada saat 
hendak melarikan diri. Dalam hal ini penangkapan dilakukan 
pada pelaku tindak pidana yang sudah diketahui orangnya; 
2. Penahanan sementara di kantor PPNS Kehutanan selama 1x24 
jam. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku tindak pidana, saksi, dan mengumpulkan barang bukti 
yang diperoleh PPNS Kehutanan, dan juga PPNS Kehutanan 
membuat keterangan tersebut; 
3. Mengumpulkan barang bukti untuk mengetahui jenis tindak 
pidana yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan dan untuk 
mengetahui status dari pelaku tindak pidana; 
4. PPNS Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap: 
a. Tersangka, sehubungan dengan pemeriksaan tersangka ini 
maka undang-undang telah memberikan beberapa hak yang 
bersifat perlindungan terhadap haknya untuk 
mempertahankan kebenaran dan pembenaran diri; 
b. Saksi-saksi, pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan 
terhadap saksi sama halnya dengan pemeriksaan yang 
dilakukan terhadap pelaku tindak pidana tersebut; 
5. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hal ini dilakukan 
untuk dapat mengetahui serta membuat laporan kepada 
Penyidik Polri yang merupakan suatu proses tindak lanjut yang 
dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dibidang kehutanan; 
6. Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari PPNS 
Kehutanan kepada Penyidik Polri, penyerahan ini dilakukan 
untuk mempermudah tindak lanjut dalam pemeriksaan perkara 
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut; 
 
 
b. Setelah pelimpahan berkas dan tersangka oleh PPNS Kehutanan 
kepada Penyidik Polri maka tahapan yang harus dilakukan oleh 
Penyidik Polri adalah sebagai berikut: 
 
1. Setelah PPNS Kehutanan menyerahkan tersangka beserta 





melakukan penyidikan lanjut terhadap: Tersangka, Saksi-saksi, 
dan barang bukti yang cukup kuat; 
2. Pembuatan Berita Acara, hal ini dilakukan untuk mempermudah 
setelah adanya pemeriksaan serta untuk dijadikan berkas di 
Kepolisian agar dapat dilaporkan kepada Kapolda setempat; 
3. Pelimpahan kekantor Kejaksaan dan kemudian diteruskan ke 
Pengadilan, hal ini dilakukan untuk membela kepentingan dari 
tersangka agar dapat memperoleh perlindungan hukum hingga 
menjadi status terdakwa. Dalam hal ini terdapat ciri khas dari 
penyidikan tindak pidana bidang Kehutanan (illegal logging) 
yaitu: 
a. PPNS Kehutanan menerima laporan dan mengetahui sendiri 
telah terjadi suatu tindak pidana bidang kehutanan maka 
dengan segera PPNS melakukan penangkapan terhadap 
pelaku tindak pidana tersebut; 
b. PPNS Kehutanan kemudian melakukan penahanan selama-
lamnya 1-2 hari, bila kemudian ditemukan cukup bukti-bukti 
yang kuat dari si pelaku untuk selanjutnya diperiksa untuk 
dibuat Berita Acara Pemeriksaan; 
c. Didalam proses ini pihak polri setempat harus diberitahu oleh 
PPNS bahwa telah terjadi tindak pidana khusus bidang 
kehutanan dan si tersangka dalam proses pemeriksaan; 
d. Untuk kepentingan penyidikan PPNS Kehutanan diberi 
petunjuk oleh Penyidik Polri mengenai proses penyidikan 
tindak pidana yang terjadi; 
e. Bila proses pemeriksaan penyidikan dianggap telah cukup 
oleh PPNS Kehutanan maka si tersangka diserahkan 
kepada Penyidik Polri setempat disertai dengan BAP dan 
surat pelimpahan pemeriksaan. Bila proses pemeriksaan 
dianggap kurang maka pihak polri berkewajiban untuk 
melengakapinya; 
f. Dalam proses penyidikan dianggap telah selesai oleh 
Penyidik PPNS Kehutanan tersebut, maka PPNS Kehutanan 
segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut 
umum melalui penyidik polri; 
g. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil 
penyidikan masih kurang lengkap, penuntut umum segera 
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik polri 
disertai petunjuk untuk dilengkapi; 
h. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan 
untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan 
penyidikan tambahan dengan petunjuk dari penuntut umum; 
i. Penyidikan dianggap telah selesai dalam waktu 14 hari 
Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau 





pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada 
penyidik.37 
 
Berdasarkan pembahasan diatas maka pada kasus illegal 
logging dalam putusan No.03/Pid.Sus/2015/PN.Ekg, peran penyidik 
yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan telah memenuhi persyaratan 
yang telah ditentukan oleh undang-undang dimana sesuai uraian 
putusan berikut ini: 
a. Dimana dari keterangan 3 (tiga) orang saksi dari pihak Polisi 
Kehutanan yang telah menginterogasi seorang saksi yang 
didapati saat mereka keluar dari hutan setelah mendapatkan 
lagi barang bukti sisa kayu yang telah dipotong dan diseret 
keluar dari hutan, kemudian ditemukan titik terang tentang siapa 
yang telah menebang didalam kawasan hutan lindung Buttu 
Bulo-Bulo; 
b. Adanya peristiwa yakni saksi melihat, mendengar, dan 
mengalami sendiri dari adanya tindak pidana pembalakan liar 
tersebut maka para saksi tersebut cukup kuat untuk dijadikan 
sebagai salah satu alat bukti dalam proses persidangan; 
c. Para saksi yang juga sebagai Polisi Kehutanan telah melakukan 
langkah yang tepat sesuai yang diperintahkan dalam Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 
yaitu menangkap kedua pelaku tindak pidana pembalakan liar 








Dari uraian tersebut terdapat fakta yang terungkap dalam 
putusan yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu dapat diberikan 
jawaban bahwa peran yang dilakukan Polisi Kehutanan sebagai 
penyidik dalam kasus tersebut telah sesuai dengan aturan yang 
diisyaratkan dalam undang-undang khusus yang mengaturnya yakni: 
- 3 (tiga) orang saksi dari Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan 
Kabupaten Enrekang yang telah diberi perintah pimpinan 
berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten 
Enrekang telah melakukan tindakan penangkapan terhadap pelaku 
tindak pidana pembalakan liar tersebut, dimana hal yang mereka 
lakukan telah sesuai dengan perintah Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 
36 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2004 tentang 
Kehutanan;  
Namun yang disayangkan, dimana di Dinas Kehutanan 
Kabupaten Enrekang, belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS), jadi untuk pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan 
kasus yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, langsung 









B. Kendala atau Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan proses 
penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam Putusan 
No. 03/Pid.Sus/2015/Pn.Ekg. 
 
Pembalakan liar (illegal logging) terjadi karena adanya 
kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana 
dilapangan dengan para pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil 
tebangan. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana pembalakan liar, 
jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun Penyidik PPNS 
Polisi Kehutanan yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap 
pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim).38 
Aktivitas pembalakan liar saat ini berjalan dengan lebih terbuka, 
transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh 
keuntungan dan aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya 
dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak. Pada umumnya, 
mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal, penyedia 
angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha 
adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, dan TNI). 
Praktek pembalakan liar (Illegal Logging) adalah pengusaha 
melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun 
penebangan diluar jatah tebang (over cutting) dan adakalanya 
pembalakan liar (Illegal Logging) dilakukan melalui kerjasama antara 
perusahaan pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan 
para pemodal. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya 
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untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak pemodal yang tidak 
ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.39 
Padahal untuk terciptanya penegakkan hukum didalam 
masyarakat terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi yakni:40 
1. Undang-Undang; 
Adanya undang-undang merupakan syarat yang dapat 
dihilangkan dalam mengatasi suatu permasalahan hukum. 
Apabila hukum tidak mengatur maka para pelanggar hak orang 
lain dapat dengan leluasa melakukan tindakan yang tidak 
semestinya ia lakukan. Akan tetapi adanya undang-undang pun 
kurang menjamin untuk menyelesaikan permasalahan hukum 
tersebut karena apabila adanya undang-undang justru menjadi 
tumpang tindih dari undang-undang yang lain. Penyidikan oleh 
Polisi Kehutanan yang selama ini berpedoman pada Undang-
Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan 
dasar bagi Polisi Kehutanan untuk melakukan penyidikan, 
namun dalam praktek yang sekarang ada justru kewenangan 
yang dilakukan tersebut kurang bersifat terintegrasi karena 
sesudah melakukan penyidikan dengan dasar undang-undang 
kehutanan Polisi Kehutanan wajib untuk melaksanakan 
ketentuan lain yang letaknya berada diluar undang-undang 
kehutanan seperti pelimpahan berkas penyidikan kepada 
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Polisi Kehutanan hanya diberikan tugas yang bersifat teknis 
seperti penangkapan terhadap seseorang yang diduga 
melakukan tindak pidana kehutanan dan proses penyidikannya 
tetap dilakukan oleh Penyidik Polri. Proses pelimpahan berkas 
tersebut dalam prateknya sering terdapat masalah sehingga 
Penuntut Umum mengembalikan berkas ke penyidik, dimana 
seringkali tidak diberitahukan oleh pihak kepolisian sewaktu 
pelimpahan berkas kepada Penuntut Umum. Hal ini dirasakan 
kurang terintegrasi seharusnya dari awal sudah ditentukan 
dalam satu undang-undang yang memberikan kewenangan 
kepada Polisi Kehutanan untuk melakukan penyidikan 
(keterintegrasian Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang 
Kepolisian dan Undang-Undang Kejaksaan dalam hal 
koordinasi proses penyidikan menjadi hal mutlak adanya). 
Proses penyatuan produk hukum terkait menjadi satu 
merupakan hal yang sangat diperlukan guna memberikan 
pedoman yang mudah dalam pelaksanaannya akan tetapi tidak 
menghilangkan esensi dari tugas maupun wewenang penegak 
hukum tersebut; 
 
2. Mentalitas aparat penegak hukum 
Lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum 





muncul. Pengawasan diperlukan dengan tujuan untuk 
meminimalisir atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana 
illegal logging di suatu kawasan hutan. Dengan kurangnya 
pengawasan dari aparat penegak hukum tersebut 
menyebabkan para pelanggar dengan leluasa mengekploitasi 
hasil hutan dengan semena-mena khususnya yang dilakukan 
oleh para pemodal dengan bantuan dari aparat penegak hukum 
yang lain. Dalam hal ini kesadaran akan pelestarian hutan dari 
para aparat hukumnya sendiri dirasakan sangat kecil hanya 
untuk sejumlah uang mentalitas mereka menjadi taruhannya 
yakni tidak berani menindak hanya karena telah dibayar/disogok 
uang oleh para pemodal. Selain itu kurangnya keberanian dari 
para penegak hukum itu sendiri dalam menindak para pelaku 
tindak pidana kehutanan dengan alasan bahwa tidak ada aturan 
yang memayunginya yang sebenarnya para aparat penegak 
hukum harus nya mempunyai tindakan diskresi (kewenangan 
yang memang harus dilakukan karena tidak aturan yang 
mengaturnya) dimana selama ini hanya dipraktekan oleh hakim 
dalam memutus perkara tertentu. Perlunya tindakan diskresi 
merupakan awal pembangunan mentalitas dari para aparat 
penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana 
kehutanan. Sehingga kesadaran dan keteguhan iman akan 






3. Perilaku masyarakat. 
Masyarakat yang menjadi faktor penentu dalam 
pelestarian kawasan hutan seharusnya tidak terlibat dalam 
lingkaran permasalahan tindak pidana kehutanan karena 
mereka lah yang secara langsung mempunyai kewajiban untuk 
menjaga dan melestarikan kawasan hutan khususnya mereka 
yang tinggal dekat atau didalam kawasan hutan. Perilaku 
masyarakat yang semakin berkembang justru membawa 
dampak buruk dengan dalih bahwa kebutuhan akan perut atau 
hanya sekedar memenuhi keinginan nafsu dunia mereka 
dengan sengaja merelakan hutan yang seharusnya menjadi 
bagian penting dalam kehidupan dunia harus dijarah demi 
kepentingan kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab. 
Hilangya rasa masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan 
mengakibatkan kawasan hutan di Indonesia kini semakin 
memprihatinkan. Proses penanaman nilai-nilai pelestarian hutan 
sejak dini pun dirasa kurang atau masih belum dapat mengubah 
perilaku masyarakat yang sudah berubah ke arah modernisasi 
dengan kedok pembangunan masyarakat industri 
(industrialisasi). Kepekaan dan rasa cinta akan pelesatrian yang 
dari dulu sering dipraktekan oleh para leluhur mereka dari waktu 





yang tidak mementingkan akan lesatrinya suatu kawasan hutan 
dan hanya memusatkan pada idealis demi mencapi 
kesejahteraan mayarakat sesuai Pancasila. Namun dengan 
adanya sebagian kecil pihak (masyarakat) yang sadar akan 
pelestarian hutan hanya dirasakan sebagai pelipur lara dari 
akibat buruk yang dapat terjadi dari adanya kerusakan hutan 
tersebut. Pembenahan moral masyarakat pembentukan 
kebijakan pemerintah yang pro rakyat menjadi hal yang penting 
adanya karena apabila moral dan kebijkan yang sesuai dengan 
keinginan rakyat maka mereka pasti akan kembali seperti 




Membicarakan mengenai sarana maka didalamnya pasti 
berkaitan dengan adanya kesempatan selain melihat adanya 
kemajuan zaman yang secara tidak langsung telah menciptakan 
peralatan canggih yang gunanya untuk mengeksploitasi hutan 
secara tidak berkelanjutan, selain itu dengan sarana tersebut 
biasanya para pelaku tindak pidana dapat melakukan 
kejahatannya dengan leluasa. Sarana yang dimaksud lebih 
dititik beratkan kepada lemahanya control yang dilakukan oleh 





disamping itu adanya kebijakan pemerintah yang dengan 
sengaja memasukkan pasal-pasal titipan dari para cukong 
dalam dunia kejahatan (White Color Crime yang bersinergi 
dengan Blue Color Crime) dalam perancangan peraturan di 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang tidak dapat dicontohkan 
karena memang sengaja ditutupi merupakan indikasi adanya 
sarana yang diberikan pemerintah yang seharusnya diberikan 
kepada rakyat akan tetapi diberikan kepada para pengusaha 
(cukong) dalam dunia kejahatan. Pemberian kesempatan ini 
menjadikan para cukong tersebut dengan bebas dapat 
mengeksploitasi kekayaan hutan yang kita miliki. Sehingga 
penindakan terhadap para pelaku tersebut tidak dapat 
ditegakkan karena beralasan tidak aturan yang dapat 
menjeratnya. Sarana yang lain adalah dengan memanfaatkan 
tingkat wawasan masyarakat yang rendah para cukong tersebut 
memperdaya masyarakat dengan iming-iming kesejahteraan 
yang akan mereka terima apabila dengan sukarela 
menyerahkan hutan untuk digunakan sebagai pembangunan 
ekonomi namun sebenarnya berbanding terbalik dengan tujuan 
pelestarian hutan. Perlunya ketegasan dari pemerintah sendiri 
sebagai penyelenggara negera harus dapat mengurangi atau 










Kebudayaan yang selama ini dibangun oleh mayarakat 
kawasan hutan atau pinggiran hutan dapat secara cepat 
memudar atau bahkan hilang, faktor budaya ini erat kaitannya 
dengan perilaku masyarakat itu sendiri yang sudah melupakan 
pentingnya fungsi pelestarian hutan. Semakin hilangnya 
anggapan hutan sebagai tempat yang mistis atau disucikan oleh 
kalangan tertentu menjadikan para pemodal/ cukong dapat 
dengan mudah untuk melakukan tindakannya tanpa control 
pemerintah maupun kontrol dari masyarakat yang berada di 
kawasan hutan atau pinggiran hutan tertentu yang menjadi 
target eksploitasi para cukong tersebut. Sekali lagi pembenahan 
moral dari setiap diri masyarakat dan pembenahan kebijakan 
masyarakat yang pro rakyat menjadi hal yang urgen demi 
mejaga tetap lestarinya hutan-hutan pada umunya dan hutan 
Indonesia pada khususnya; 
Dari kelima faktor tersebut terjadi saling mempengaruhi diantara 
faktor yang satu ke faktor yang lainnya. Eksistensi norma hukum yang 





sangatlah ditentukan prsopeknya ditengah masyarakat dalam aspek 
law in action-nya atau hukum dalam bangunan realitasnya oleh 
mentalitas aparat penegak hukum. Kinerja aparat penegak hukum 
akan mejadi penentu prospek penegakan norma-norma hukum.41 
Maraknya praktek pembalakan liar yang terjadi disebabkan 
karena beberapa faktor sebagai berikut:42 
1. Lemahnya system pengawasan hutan dan koordinasi antara 
aparat penegak hukum. 
 
Pengelolaan hutan merupakan usaha yang meliputi beberapa 
aspek seperti perencanaan, organisasi pelaksanaan, 
implementasi, monitoring, dan evaluasi, dimana setiap fungsi 
tersebut saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan. Mengingat luasnya wilyah hutan di Indonesia 
tidak sebanding dengan jumlah petugas jaga yang secara 
khusus memang mempunyai tugas melakukan pengamanan 
dan hutan, sehingga tidak seluruh hutan dapat dilakukan 
pengawasan secara maksimal sampai saat ini. lemahnya 
koordinasi antar penegak hukum yakni polisi, jaksa, dan hakim 
juga menjadi pemicu semakin maraknya illegal logging. Fakta di 
lapangan bahwa koordinasi antar 3 lembaga tersebut belum 
berjalan dengan optimal padahal koordinasi yang optimal akan 
memberikan pengaruh tegaknya hukum dinegara ini. Hal itu 
menunjukan bahwa tantangan yang dihadapi oleh aparat peneg  
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hukum dalam rangka law enforcement bukan tidak mungkin 
sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya harus dituntut 
untuk professional dan pintar didalam menerapkan norma 
hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan 
seseorang dan bahkan sekelompok anggota masayarakat yang 
diduga melakukan kejahatan.Oleh karena itu ketersediaan 
undang-undang yang mengatur dan mentalitas para penegak 
hukum sangatlah diperlukan.  
2. Faktor Ekonomi 
Dalam konteks pembalakan liar (illegal logging), perambahan 
hutan secara liar biasanya juga mengikutsertakan masyarakat 
setempat untuk menjadi tenaga lapangannya, keterlibatan 
masyarakat sekitar dimana cukong/perusahaan besar 
memberikan bayaran/penghidupan kepada masyarakat tersebut 
melalui usaha perambahan hutan tersebut, oleh karena itu 
pengentasan kemiskinan menjadi salah satu faktor dalam 
konsep pembangunan berkelanjutan, begitupun juga dengan 
pola konsumsi dan produksi masyarakat terhadap produk hasil 
olahan hutan seperti pulp, kayu gelondongan, rotan dll. yang 
tidak terkendali akan menyebabkan perusahaan-perusahaan 
mengeksploitasi hutan dengan alasan tuntutan pemenuhan 
kebutuhan olahan kayu, dari semua itu maka peran pemerintah 





sumber daya alam menjadi kunci utamanya. Perilaku 
masyarakat yang sadar akan pembangunan berkelanjutan 
sangatlah penting untuk dibangun sejak kini karena jika tidak 
perilaku masyarakat yang terlanjur dihasut oleh kebutuhan akan 
ekonomi yang semakin tinggi menjadi dasar alasan masyarakat 
untuk melakukan hal tersebut. 
Industri kayu yang berkembang pesat, mengakibatkan 
permintaan akan pasokan kayu ikut meningkat. Sementara 
kemampuan pasokan kayu dan kemampuan penyediaan 
industry perkayuan yang legal tidak sebanding dengan 
permintaan pasokan kayu dari perindustri yang menggunakan 
kayu sebagai bahan bakunya. Kurangnya pasokan kayu 
membuat para pengusaha kayu (pemodal) menempuh jalan 
ilegal dengan melakukan penebangan liar demi memenuhi 
permintaan industri kayu. 
3. Faktor Sosial 
Pranata sosial yang bersumber dari kepercayaan maupun adat 
istiadat yang khusus mengatur hubungan manusia dalam hal 
pemanfaatan hutan disebagian daerah yang memiliki hutan 
tidak lagi ditemukan, karena saat ini tidak ada lagi tempat 
keramat di hutan yang dilarang untuk diganggu atau dimasuki 
oleh masyarakat disekitar kawasan hutan. Akan tetapi walaupun 





mempercayai adanya tempat keramat didalam hutan, dan 
tempat tersebut tidak boleh dilakukan penebangan. 
Diperlukannya suatu sarana yang dapat mengembalikan lagi 
fungsi hutan sebagai kawasan yang mempunyai nilai budaya 
maupun sosial dalam kehidupan masyarakat, seperti dengan 
diadakannya upacara-upacara adat yang biasa dilakukan yakni 
sedekah bumi dimana dengan adanya kegiatan tersebut dapat 
memberikan kesadaran bagi masyarakat yang sudah mulai 
melupakan akan pentingnya pelestarian kawasan hutan. 
Sekaligus kultur atau budaya yang ada dan tumbuh dalam 
masyarakat tersebut akan tetap ada dan lestari. 
4. Kurangnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang 
berada disekitar kawasan hutan. 
 
Pada umumnya pelaku illegal logging adalah masyarakat yang 
tinggal disekitar hutan dengan tingkat pendidikan yang rendah. 
Tingkat pendidikan yang rendah itu memberi dampak minimnya 
pengetahuan tentang fungsi hutan terhadap lingkungan hidup. 
Bagi mereka hutan adalah merupakan sumber daya alam yang 
selalu dapat mereka pergunakan setiap saat. Pandangan ini 
tentu berbeda dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan 
dimana salah satu ialah menjaga pelestarian hutan demi 
generasi yang akan datang. Perilaku masyarakat yang demikian 
sangatlah berpengaruh terhadap potret penegakan hukum. 





perbuatan melanggar hukum, maka perilaku masyarakat ini 
sama artinya dengan menantang aparat penegak hukum untuk 
mengimplementasikan law in books menjadi law in action.43 
Permasalahan mendasar yang dihadapi bagi penegak hukum 
dalam memberantas illegal logging disebabkan illegal logging 
termasuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir,yaitu ada actor 
intelectualnya, ada pelaku materialnya. Pelaku material bisa buruh 
penebang kayu yang hanya diupah, pemilik modal, pembeli, penjual 
dan acapkali ada backing dari oknum TNI atau Polri, aparat 
pemerintah maupun tokoh masyarakat. Di antara mereka selalu 
bekerja sama secara rapi, teratur dan solid. Disinyalir ada yang 
membackingi, sehingga praktek illegal logging sangat sulit diberantas, 
dan kalaupun ditemukan kasusnya yang dipidana bukan actor 
intelectual atau cukong, hanya pelaku biasa seperti penebang kayu, 
pengemudi, atau nakhoda kapal yang menjalankan kenderaannya. 
Pelaku sebenarnya sudah kabur duluan sebelum petugas penegak 
hukum dapat menangkapnya. 
Kegiatan penebangan kayu secara liar (illegal logging) telah 
menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, 
sumber daya hutan yang sudah hancur, selama masa orde baru kian 
menjadi rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang 
sangat besar. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang 
luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap 
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masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan diantaranya sebagai 
berikut: 
a. Dari perspektif ekonomi kegiatan illegal logging telah 
mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan 
negara. Berbagai sumber menyatakan bahwa kerugian negara 
yang diakibatkan oleh illegal logging, mencapai Rp.30 trilyun per 
tahun. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan 
liar bukan saja kerugian financial akibat hilangnya pohon, tidak 
terpungutnya Dana Reboisasi (DR) dan Pemungutan Sumber 
Daya Hutan (PSDH) akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi 
dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk 
memanfaatkan keragaman produk di masa depan (opprotunity 
cost). Sebenarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat 
(penebang, penyarad) dari kegiatan penebangan liar adalah 
sangat kecil karena porsi pendapatan terbesar dipetik oleh para 
penyandang dana. Tak hanya itu, illegal logging juga 
mengakibatkan timbulnya berbagai anomali di sektor 
kehutanan. Salah satu anomali terburuk sebagai akibat 
maraknya illegal logging adalah ancaman proses 
deindustrialisasi sektor kehutanan. Artinya, sektor kehutanan 
nasional yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena 
ditopang oleh sumber daya alam yang bersifat terbaharui yang 





hulu dan industrialisasi kehutanan di sektor hilir kini tengah 
berada di ambang kehancuran.  
b. Dari segi sosial budaya dapat dilihat munculnya sikap kurang 
bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai 
dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan 
antara yang benar dan salah serta antara baik dan buruk. Hal 
tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan 
ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran 
yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah 
untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar.  
c. Dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya 
sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan 
hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya 
iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir 
serta hilangnya keaneka ragaman hayati. Kerusakan habitat 
dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan 
suatu spesies termasuk fauna langka.Kemampuan tegakan 
(pohon) pada saat masih hidup dalam menyerap karbon 
dioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat 
bermanfaat bagi mahluk hidup lainnya menjadi hilang akibat 
semakin minimnya tegakan yang tersisa karena adanya 
penebangan liar. Berubahnya struktur dan komposisi vegetasi 





yang tadinya mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta 
ekosistemnya dan juga sebagai wilayah perlindungan sistem 
penyangga kehidupan telah berubah peruntukanya yang 
berakibat pada berubahnya fungsi kawasan tersebut sehingga 
kehidupan satwa liar dan tanaman langka lain yang sangat 
bernilai serta unik sehingga harus jaga kelestariannya menjadi 
tidak berfungsi lagi. Dampak yang lebih parah lagi adalah 
kerusakan sumber daya hutan akibat penebangan liar tanpa 
mengindahkan kaidah manajemen hutan dapat mencapai titik 
dimana upaya mengembalikannya ke keadaan semula menjadi 
tidak mungkin lagi (irreversible).44 
Dari uraian mengenai penyebab maupun faktor yang 
mempengaruhi maraknya pembalakan liar atau illegal logging mungkin 
semuanya yang bersifat eksternal atau adanya akibat tersebut karena 
faktor dari luar lembaga yang memang oleh undang-undang diberikan 
kewenangan untuk mengatur sekaligus melindungi hutan maupun 
kawasan hutan yang menjadi tanggung jawabnya. 
Berkaitan dengan putusan yang menjadi objek penelitian ini 
dapat diuraikan pembahasan sebagai berikut: 
Berkaitan dengan adanya faktor-faktor yang telah diuraikan 
diatas maka menjadi suatu yang penting dalam melakukan suatu 
penegakan hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang hidup 
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dalam masyarakat dimana penegakan hukum selalu akan melibatkan 
manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah 
laku manusia juga. Hukum tidak bias tegak dengan sendirinya, artinya 
ia tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak 
yang tercantum dalam hukum tersebut.45 
Adanya faktor yang menyebabkan semakin maraknya 
pembalakan liar/ illegal logging merupakan faktor yang penyebabnya 
itu sendiri berasal dari keinginan menguasai yang berlebihan. Faktor-
faktor tersebut diatas merupakan faktor umum (general) yang menjadi 
penyebab terjadinya illegal logging di Indonesia. Padahal Indonesia 
sebagai Negara hukum sudah memiliki pengaturan mengenai adanya 
pemberantasan tindak pidana illegal logging yakni Undang-Undang 
No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjadi payung 
hukumnya seharusnya dapat menanggulangi perkembangan kejahatan 
illegal logging tersebut46 Putusan No. 03/Pid.Sus/2015/Pn.Ekg. yang 
menjadi objek penelitian secara umum faktor-faktor penyebab 
pembalakan liar (illegal logging) seperti yang diuraikan diatas 
beberapa ada benarnya karena dari keterangan para saksi yang 
melakukan penebangan kayu disitu telah terlihat adanya faktor 
ekonomi untuk memperkaya diri dengan pemodal terdakwa yang 
dimana perantara adalah pejabat setempat yaitu Kepala Desa. 
Sedangkan untuk pelaksanaan penyidikannya ditemukan kendala yang 
begitu mencolok karena ditemukan bahwa di Dinas Kehutanan 
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Kabupaten Enrekang, belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) jadi untuk proses penyidikan diserahkan langsung kepada 
Kepolisian. 
Penanganan akan perkembangan tindak pidana illegal logging 
yang semakin maju dengan modus operasi yang bermacam-macam, 
menyebabkan para aparat penegak hukum dituntut agar selalu dapat 
mengatasinya dengan menggunakan produk hukum yang tersedia.47 
Akan tetapi dengan adanya perkembangan produk hukum kehutanan 
saat ini justru mengurangi beban kerja dari lembaga kehutanan itu 
sendiri, karena dengan begitu wewenang sebagai contoh missal 
penyidikan seluruhnya kembali ke pihak kepolisian. Oleh karena itu 
perlunya kesadaran dari para aparat penegak hukum, pembangunan 
pola pikir masyarakat akan pentingnya pembangunan berkelanjutan 
dan mulai dilaksanakannya suatu pola yang bersifat integrasi 
(penyatuan) antara peraturan dengan teknis dilapangan maupun pola 
kerja aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana 
illegal logging semata-mata semua itu demi tercapainya tujuan 
















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan 
skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Peran Penyidik dalam kasus Tindak Pidana Pembalakan Liar di 
Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Enrekang pada Putusan No. 
03/Pid.Sus/2015/Pn.Ekg.  cukup baik, karena telah melakukan 
penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku setelah mendapat 
laporan dari masyarakat, upaya tersebut yakni dengan 
mengumpulkan alat bukti berupa 15 batang kayu jenis Tipuluh 
dalam bentuk pacakan/bantalan dan 2 unit gergaji mesin 
(chainsaw), sesuai dengan syarat bukti minimal yang diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 
2. Kendala yang ada dalam pelaksanaan pencegahan perusakan 
hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang adalah belum 
adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil khusus di bidang kehutanan, 
kurangnya aparat dan juga faktor masyarakat serta pejabat 








Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Khusus di Bidang 
Kehutanan serta penambahan personil untuk memudahkan 
Polisi Kehutanan dalam menangani tindak pidana perusakan 
hutan seperti pembalakan liar illegal logging.  
2. Sistem pengamanan baik preemtif, preventif maupun represif 
perlu ditingkatkan daya kerjanya sehingga dapat mencapai hasil 
yang diinginkan. 
3. Terhadap para pelaku-pelaku tindak pidana di bidang 
kehutanan yang telah tertangkap oleh polisi hutan harus di 
proses sesuai dengan hukum yang berlaku sehinga pelaku jera 
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